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Abstrak 

Meritokrasi dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental bagi birokrasi 
profesional, netral, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik secara konsisten 
melampaui siklus politik. Dalam sistem demokrasi, pejabat politik mempunyai mandat yang sah untuk 
menentukan arah kebijakan dan menuntut birokrasi melaksanakan program pemerintahan. Namun 
mandat tersebut berbeda secara prinsip dari intervensi politik dalam manajemen kepegawaian, 
terutama ketika loyalitas personal, kedekatan partisan, patronase, transaksi elektoral, atau 
kepentingan kelompok menggantikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan 
organisasi sebagai dasar pengisian jabatan. Artikel ini membahas secara naratif dan komprehensif 
hubungan meritokrasi ASN dan politik dalam pengisian jabatan publik di Indonesia, dengan perhatian 
pada UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, penguatan pengawasan sistem merit, pergeseran arsitektur 
kelembagaan pasca-Komisi Aparatur Sipil Negara, peran Badan Kepegawaian Negara, manajemen 
talenta, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, netralitas ASN, serta risiko patronase pada tingkat pusat 
dan daerah. Argumen utama artikel adalah bahwa persoalan Indonesia bukan bagaimana 
menghilangkan politik dari pemerintahan—karena pemerintahan demokratis memang dipimpin oleh 
pejabat politik—melainkan bagaimana membangun batas kelembagaan yang jelas antara hak politik 
untuk menetapkan tujuan dan kewajiban birokrasi profesional untuk mengelola administrasi 
berdasarkan hukum dan merit. Meritokrasi yang matang harus menggabungkan kompetensi, kinerja, 
integritas, akuntabilitas, inklusivitas, transparansi, perlindungan karier, serta mekanisme pengawasan 
yang kredibel. Artikel menawarkan kerangka “responsif tanpa terpolitisasi”: birokrasi harus responsif 
terhadap mandat pemerintahan yang sah, tetapi tidak boleh berubah menjadi instrumen patronase 
politik. Reformasi ke depan memerlukan manajemen talenta berbasis data, standardisasi kompetensi, 
pembatasan diskresi pengangkatan, audit jejak keputusan, pengawasan independen dan profesional, 
perlindungan pelapor, penguatan etika, serta indikator keberhasilan yang mengukur kualitas keputusan 
jabatan, bukan sekadar kepatuhan prosedural. 

Kata Kunci 
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Tinggi; manajemen talenta ASN; netralitas ASN; birokrasi profesional; pengisian jabatan publik; good 
governance; BKN; reformasi birokrasi; integritas; akuntabilitas 

Catatan Kontekstual Regulasi dan Kebijakan 2026 

Landasan utama artikel ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 
yang menegaskan penguatan pengawasan Sistem Merit sebagai salah satu pokok pengaturan. Setelah 
perubahan kelembagaan pada 2024, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 menempatkan 
pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit sebagai bagian dari tugas Badan Kepegawaian 
Negara (BKN). Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 selanjutnya mengatur penyelenggaraan 
Sistem Merit melalui tahapan penerapan, pengukuran, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan. 
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 mengubah kebijakan Manajemen Talenta ASN. Dalam 
implementasinya, BKN melaporkan pada Juni 2026 bahwa 643 instansi pemerintah telah menerapkan 
manajemen talenta, dalam konteks pengelolaan sekitar 6,7 juta ASN. Perkembangan tersebut 
menunjukkan bahwa agenda meritokrasi bergerak dari model seleksi sesaat menuju pengelolaan karier 
dan talenta yang lebih terintegrasi. 
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Daftar Pustaka 

1. Pendahuluan: Birokrasi di Antara Negara dan Politik 

Birokrasi modern hidup pada garis batas antara mandat politik yang berubah melalui pemilu dan 
kewajiban negara yang harus tetap berjalan secara profesional. Gagasan tersebut penting karena 
organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola 
kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, 
pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, 
penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat 
dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota memperoleh legitimasi untuk menentukan arah 
kebijakan. ASN memperoleh legitimasi administratif dari hukum, kompetensi, dan tanggung jawab 
pelayanan publik. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan 
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merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan 
kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, dan 
pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. 
Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang 
lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas 
negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa 
mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan 
kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris 
bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Masalah muncul ketika kewenangan politik untuk menentukan kebijakan bergeser menjadi 
kewenangan personal untuk menentukan siapa yang boleh naik, turun, dipindahkan, atau disingkirkan 
tanpa dasar merit. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan 
sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan 
keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan 
kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola 
transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik 
meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan 
pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan 
yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama 
agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk 
memimpin. 

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi memperluas ruang inovasi daerah tetapi sekaligus 
mempertemukan jabatan kepala daerah sebagai pejabat politik dengan posisi mereka dalam 
ekosistem pembinaan kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu 
menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job 
profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik 
kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, 
problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, 
keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih 
langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen 
pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang 
dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih 
intensif. 

Jika karier birokrat bergantung pada kedekatan dengan penguasa, birokrasi belajar bahwa loyalitas 
personal lebih aman daripada profesionalisme. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak 
terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa 
yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum 
tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu 
memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling 
dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Karena itu, reformasi harus menata batas: politik menentukan tujuan publik; birokrasi mengubah 
tujuan tersebut menjadi kebijakan operasional berdasarkan hukum, data, kompetensi, dan etika. 
Secara strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, 
substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan 
jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang 
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wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi 
yang tidak perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki 
otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah 
penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi 
biaya penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Meritokrasi: Makna, Dasar Normatif, dan Batas Konseptual 

Meritokrasi bukan sekadar memilih orang yang memperoleh nilai ujian tertinggi, tetapi membangun 
keputusan kepegawaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, potensi, dan 
kesesuaian dengan kebutuhan jabatan. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda 
dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus 
berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar 
pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori 
institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang 
mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, 
tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di 
sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak 
berubah menjadi properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi 
berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Prinsip merit berakar pada penolakan terhadap patronase dan warisan jabatan. Dalam administrasi 
modern, merit memberikan alasan impersonal mengapa seseorang dipilih dan mengapa orang lain 
tidak dipilih. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan 
merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan 
kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, dan 
pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. 
Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang 
lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas 
negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa 
mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan 
kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris 
bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Namun merit dapat menjadi semu apabila indikator dirancang untuk membenarkan kandidat tertentu, 
proses asesmen tidak independen, atau rekam kinerja dapat dimanipulasi. Ketegangan itu perlu dibaca 
secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah 
dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan 
masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih 
karena mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, 
keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan 
tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi 
partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. 
Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan 
sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

UU ASN menempatkan sistem merit sebagai dasar Manajemen ASN dan menegaskan perlunya 
keadilan serta kewajaran tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu 
menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job 
profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik 
kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, 
problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, 
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keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih 
langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen 
pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang 
dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih 
intensif. 

Meritokrasi yang terlalu sempit juga dapat memperkuat ketimpangan bila hanya mengukur kredensial 
formal dan mengabaikan akses yang tidak setara terhadap pendidikan, penugasan strategis, dan 
mentoring. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. 
Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa 
yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah 
mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada 
kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai 
rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem seleksi de facto mengubah 
budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal 
mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah dapat mengalahkan berbagai 
program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Merit perlu dipahami sebagai kombinasi competence, performance, integrity, potential, fairness, dan 
public value, bukan sebagai fetisisme skor. Secara strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke 
dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, 
integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, 
konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan 
dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, independent review: 
penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome 
evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, 
ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan meningkat dan 
keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Sistem Merit dalam Kerangka UU ASN No. 20 Tahun 2023 

UU No. 20 Tahun 2023 memperbarui arsitektur Manajemen ASN dengan menempatkan penguatan 
pengawasan sistem merit, digitalisasi, dan integrasi manajemen sebagai agenda utama. Gagasan 
tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. 
Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia 
menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, 
pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak 
dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Perubahan undang-undang penting karena persoalan merit tidak berhenti pada rekrutmen; ia 
menyentuh perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, 
mobilitas, pengembangan talenta, penghargaan, dan pemberhentian. Dalam perspektif manajemen 
sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang 
yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber 
daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan 
penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih 
luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang 
buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Meritokrasi ASN dan Intervensi Politik dalam Pengisian Jabatan Publik 

Halaman 8 

merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal 
berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut 
bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki 
konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Tantangan implementasi muncul ketika norma nasional bertemu variasi kapasitas instansi yang sangat 
besar, mulai dari kementerian dengan sistem HR matang hingga pemerintah daerah dengan data 
kompetensi terbatas. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan 
sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan 
keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan 
kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola 
transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik 
meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan 
pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan 
yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama 
agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk 
memimpin. 

Permen PANRB No. 19 Tahun 2025 menajamkan penyelenggaraan sistem merit melalui penerapan, 
pengukuran, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia 
perlu menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika 
job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, 
konflik kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, 
problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, 
keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih 
langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen 
pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang 
dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih 
intensif. 

Jika indeks merit berubah menjadi sekadar administrasi dokumen, instansi dapat memperoleh 
predikat baik tanpa perubahan nyata dalam kualitas keputusan jabatan. Risiko ini menghasilkan efek 
perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya 
aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan 
itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, 
berintegritas, dan mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik 
adalah mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada 
jaringan. Dalam jangka panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi 
karena itu bukan sekadar mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang 
dihargai oleh negara. Sinyal yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan 
slogan reformasi. 

Evaluasi merit harus menguji outcome: apakah orang yang ditempatkan memang berkinerja, apakah 
proses bebas konflik kepentingan, dan apakah keputusan dapat ditelusuri. Secara strategis, prinsip 
tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: 
kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, 
procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, 
decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak 
perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan 
kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. 
Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya 
penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 
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4. Jabatan Publik, Jabatan Politik, dan Jabatan ASN: Menghindari 

Kekaburan Konsep 

Debat mengenai intervensi politik sering rancu karena istilah jabatan publik mencakup posisi dengan 
dasar legitimasi yang berbeda. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari 
organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus 
berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar 
pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori 
institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang 
mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, 
tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di 
sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak 
berubah menjadi properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi 
berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan jabatan tertentu yang bersifat politik memperoleh mandat 
melalui mekanisme politik; sementara jabatan ASN pada prinsipnya merupakan jabatan profesional 
dalam administrasi negara. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian 
jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis 
menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, 
dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang 
besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan 
yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian 
lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa 
mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan 
kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris 
bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Pejabat politik secara sah memerlukan pejabat administrasi yang mampu menerjemahkan agenda 
pemerintahan, tetapi kebutuhan akan responsivitas tidak berarti boleh menuntut loyalitas partisan. 
Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari 
pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan 
preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan 
kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola 
transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik 
meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan 
pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan 
yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama 
agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk 
memimpin. 

Pada tingkat pimpinan tinggi, hubungan antara pejabat politik dan pejabat karier sangat intens karena 
JPT memimpin organisasi, mengendalikan anggaran, dan memberi nasihat kebijakan. Hal ini 
menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur 
implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja 
dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan 
keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi 
antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan 
elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus 
memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan 
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capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang dapat diberi otonomi lebih besar, 
sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih intensif. 

Kekaburan konsep mendorong klaim bahwa semua pejabat tinggi harus 'satu visi' dalam arti kesetiaan 
personal, padahal yang dibutuhkan adalah keselarasan profesional terhadap program pemerintah 
yang sah. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. 
Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa 
yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah 
mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada 
kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai 
rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem seleksi de facto mengubah 
budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal 
mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah dapat mengalahkan berbagai 
program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Kriteria jabatan harus membedakan political trust yang legitimate dari partisan loyalty yang 
bertentangan dengan netralitas ASN. Secara strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam 
lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan 
potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan 
memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan 
tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat 
diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat 
yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia 
untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat 
dipertanggungjawabkan. 

5. Demokrasi Membutuhkan Birokrasi yang Responsif—Bukan Birokrasi 

Partisan 

Netralitas tidak berarti birokrasi boleh mengabaikan mandat pemerintahan terpilih; netralitas berarti 
respons kepada pemerintahan dilakukan melalui loyalitas konstitusional dan profesional, bukan 
afiliasi partisan. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik 
maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika 
pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses 
anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh 
sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. 
Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara 
harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi 
menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi 
properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang 
dapat diuji. 

Dalam demokrasi, pemilu harus memiliki konsekuensi kebijakan. Birokrasi yang sepenuhnya tidak 
responsif dapat menggagalkan mandat rakyat dan menimbulkan technocratic insulation yang 
berlebihan. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan 
merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan 
kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, dan 
pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. 
Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang 
lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas 
negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa 
mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan 
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kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris 
bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Sebaliknya, jika birokrasi terlalu responsif terhadap keinginan personal pejabat politik, fungsi 
profesional untuk memberi nasihat jujur dan menjaga legalitas dapat hilang. Ketegangan itu perlu 
dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena 
pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, 
melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang 
pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki 
kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda 
pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan 
kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi 
adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak 
disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

ASN dituntut melaksanakan kebijakan pemerintah yang sah sambil mempertahankan netralitas dalam 
kontestasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma 
dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data 
kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan 
diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, problem dapat 
muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, keluarga, 
organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih langsung. 
Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen pembinaan 
perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang dapat diberi 
otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih intensif. 

Ketika pejabat takut kehilangan jabatan karena memberi analisis yang tidak disukai atasan politik, 
kualitas kebijakan turun karena organisasi kehilangan dissent yang profesional. Risiko ini 
menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati 
bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari 
pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang 
berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila 
yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan 
berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya 
organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal 
mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah dapat mengalahkan berbagai 
program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Model ideal adalah responsive competence: pejabat memahami prioritas politik, namun tetap 
memberi evidence-based advice, mengingatkan risiko hukum, dan menolak instruksi ilegal. Secara 
strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, 
substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan 
jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang 
wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi 
yang tidak perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki 
otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah 
penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi 
biaya penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

6. Patronase, Spoils System, dan Politisasi Birokrasi 

Patronase terjadi ketika jabatan negara diperlakukan sebagai sumber hadiah politik, jaringan loyalitas, 
atau alat distribusi keuntungan. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari 
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organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus 
berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar 
pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori 
institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang 
mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, 
tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di 
sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak 
berubah menjadi properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi 
berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Dalam sejarah administrasi publik, spoils system memberikan posisi kepada pendukung pemenang 
pemilu. Merit system muncul untuk memisahkan kapasitas administratif dari pergantian kekuasaan. 
Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan 
keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas 
keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan 
bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor 
publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, 
program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara 
mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme 
rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja 
pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa 
merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Patronase modern sering tidak tampil secara terbuka; ia dapat menggunakan proses formal, panitia 
seleksi, asesmen, atau mutasi yang tampak legal tetapi hasilnya telah diarahkan. Ketegangan itu perlu 
dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena 
pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, 
melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang 
pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki 
kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda 
pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan 
kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi 
adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak 
disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

Risiko patronase meningkat ketika jabatan strategis mengendalikan anggaran, perizinan, pengadaan, 
pendapatan daerah, atau distribusi program. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu 
menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job 
profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik 
kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, 
problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, 
keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih 
langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen 
pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang 
dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih 
intensif. 

Politisasi menghasilkan biaya tersembunyi: turnover tinggi, hilangnya memori organisasi, peningkatan 
kepatuhan semu, penurunan inovasi, dan menguatnya jaringan rente. Risiko ini menghasilkan efek 
perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya 
aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan 
itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, 
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berintegritas, dan mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik 
adalah mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada 
jaringan. Dalam jangka panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi 
karena itu bukan sekadar mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang 
dihargai oleh negara. Sinyal yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan 
slogan reformasi. 

Deteksi patronase memerlukan analisis pola keputusan, bukan hanya pemeriksaan kelengkapan 
dokumen. Secara strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. 
Pertama, substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan 
dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan 
yang wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data 
pribadi yang tidak perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang 
memiliki otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi 
setelah penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, 
tetapi biaya penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Pejabat Pembina Kepegawaian dan Dilema Diskresi 

Diskresi dalam manajemen ASN tidak dapat dihapus karena organisasi memerlukan keputusan, tetapi 
diskresi harus dibatasi oleh prosedur, alasan tertulis, data, dan pengawasan. Gagasan tersebut 
penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi 
mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, 
pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, 
penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat 
dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki posisi strategis dalam keputusan personalia. Pada daerah, 
peran ini bersinggungan langsung dengan kepemimpinan politik terpilih. Dalam perspektif manajemen 
sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang 
yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber 
daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan 
penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih 
luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang 
buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip 
merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal 
berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut 
bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki 
konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Semakin besar diskresi tanpa jejak audit, semakin besar risiko bahwa alasan 'kebutuhan organisasi' 
digunakan untuk menyembunyikan pertimbangan non-merit. Ketegangan itu perlu dibaca secara 
realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk 
melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya 
kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena 
mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, 
keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan 
tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi 
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partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. 
Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan 
sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

Pembangunan manajemen talenta dimaksudkan antara lain memberi PPK basis objektif dalam 
memetakan kandidat bagi jabatan target. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu 
menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job 
profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik 
kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, 
problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, 
keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih 
langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen 
pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang 
dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih 
intensif. 

Jika talent pool dapat diubah secara informal atau kandidat terbaik dapat diabaikan tanpa alasan yang 
dapat diuji, digitalisasi tidak menyelesaikan masalah. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering 
tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi 
siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk 
“kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan 
mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang 
paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Setiap keputusan yang menyimpang dari peringkat atau rekomendasi talent pool harus disertai 
reasoned decision yang dapat diperiksa auditor merit. Secara strategis, prinsip tersebut dapat 
diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: 
proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: 
alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, 
independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. 
Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima 
lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan 
meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

8. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah titik paling sensitif karena berada di perbatasan antara manajemen 
profesional dan kebutuhan kepemimpinan politik. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik 
berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara 
yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar 
pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori 
institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang 
mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, 
tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di 
sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak 
berubah menjadi properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi 
berdasarkan alasan yang dapat diuji. 
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JPT bertanggung jawab menerjemahkan arah politik menjadi strategi organisasi, mengelola sumber 
daya, memimpin ASN, dan menjaga kontinuitas kelembagaan. Dalam perspektif manajemen sumber 
daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang 
ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber 
daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan 
penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih 
luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang 
buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip 
merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal 
berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut 
bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki 
konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Kepala pemerintahan berhak mengharapkan pejabat tinggi yang efektif, tetapi pilihan tidak boleh 
didasarkan pada kedekatan personal atau kontribusi politik. Ketegangan itu perlu dibaca secara 
realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk 
melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya 
kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena 
mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, 
keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan 
tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi 
partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. 
Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan 
sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

BKN pada 2025 menegaskan pengawasan penuh terhadap tahapan pengisian JPT untuk memperkuat 
sistem merit dan mencegah konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu 
menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job 
profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik 
kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, 
problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, 
keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih 
langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen 
pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang 
dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih 
intensif. 

Seleksi yang tidak kredibel dapat mendorong kandidat berinvestasi pada jaringan politik daripada pada 
kompetensi dan rekam kinerja. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam 
statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya 
dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” 
organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, 
pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan 
pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem 
seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme 
memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah 
dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Pengisian JPT perlu menggabungkan job profile yang tajam, assessment independen, rekam kinerja 
longitudinal, integritas, dan transparansi alasan penetapan. Secara strategis, prinsip tersebut dapat 
diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: 
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proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: 
alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, 
independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. 
Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima 
lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan 
meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

9. Seleksi Terbuka: Kemajuan, Keterbatasan, dan Ilusi Meritokrasi 

Seleksi terbuka merupakan kemajuan penting karena memperluas kompetisi dan mengurangi 
dominasi senioritas, tetapi prosedur terbuka tidak otomatis menghasilkan keputusan merit. Gagasan 
tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. 
Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia 
menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, 
pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak 
dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Panitia seleksi, asesmen kompetensi, penulisan makalah, wawancara, dan rekam jejak dapat 
meningkatkan informasi mengenai kandidat. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, 
keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan 
pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan 
menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai 
opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung 
warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya 
kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten 
menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan 
kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, 
tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi 
organisasi dan pembangunan. 

Masalah muncul jika tahap akhir tetap sangat diskresioner atau parameter penilaian dapat diatur untuk 
menghasilkan tiga nama yang sejak awal telah diinginkan. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. 
Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui 
proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang 
tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu 
mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan 
tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila 
kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau 
kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini 
harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan 
terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

Kajian akademik Indonesia terbaru bahkan menggunakan istilah 'illusion of meritocracy' untuk 
mengkritisi jarak antara desain seleksi terbuka dan praktik aktual. Hal ini menunjukkan bahwa 
reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem 
merit hanya efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen 
memiliki reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit 
trail. Pada level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, 
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hubungan personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga 
tekanan dapat lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, 
tetapi instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan 
sistem matang dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan 
oversight lebih intensif. 

Ritual seleksi formal dapat lebih berbahaya daripada patronase terbuka karena menciptakan legitimasi 
palsu terhadap keputusan yang sesungguhnya politis. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering 
tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi 
siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk 
“kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan 
mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang 
paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Transparansi bobot, standardisasi asesor, publikasi ringkasan hasil, deklarasi konflik kepentingan, dan 
audit pascaseleksi diperlukan untuk memperkuat substantif merit. Secara strategis, prinsip tersebut 
dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: 
proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: 
alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, 
independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. 
Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima 
lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan 
meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

10. Manajemen Talenta ASN sebagai Infrastruktur Meritokrasi 

Manajemen talenta menggeser meritokrasi dari proses mencari kandidat ketika jabatan kosong menuju 
sistem berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan, dan menempatkan 
talenta. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun 
perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan 
berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data 
penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, 
kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan 
yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap 
tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi 
infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti 
pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat 
diuji. 

Talent management memerlukan peta jabatan, standar kompetensi, data kinerja, asesmen potensi, 
rencana suksesi, dan program pengembangan. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, 
keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan 
pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan 
menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai 
opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung 
warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya 
kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten 
menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan 
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kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, 
tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi 
organisasi dan pembangunan. 

Sistem talenta dapat mempersempit politisasi karena menyediakan kandidat objektif, tetapi dapat 
pula menjadi black box baru apabila algoritma, kategori, dan keputusan komite tidak transparan. 
Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari 
pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan 
preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan 
kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola 
transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik 
meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan 
pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan 
yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama 
agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk 
memimpin. 

Pada Juni 2026 BKN menyatakan 643 instansi telah menerapkan manajemen talenta dalam 
pengelolaan sekitar 6,7 juta ASN. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu 
menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job 
profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik 
kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, 
problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, 
keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih 
langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen 
pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang 
dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih 
intensif. 

Talent pool yang tidak diperbarui, data kinerja yang inflated, atau bias akses terhadap penugasan 
strategis dapat membuat sistem mereproduksi elite lama. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang 
sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, 
tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk 
“kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan 
mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang 
paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Manajemen talenta perlu menggabungkan validasi data, calibration meeting lintas unit, mekanisme 
keberatan, diversity monitoring, dan evaluasi keberhasilan penempatan. Secara strategis, prinsip 
tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: 
kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, 
procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, 
decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak 
perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan 
kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. 
Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya 
penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 
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11. Perubahan Arsitektur Pengawasan Pasca-KASN 

Pengalihan fungsi pengawasan sistem merit setelah perubahan UU ASN menciptakan fase 
institusional baru yang perlu dinilai dari efektivitas, independensi fungsional, dan kapasitas 
enforcement. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik 
maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika 
pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses 
anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh 
sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. 
Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara 
harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi 
menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi 
properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang 
dapat diuji. 

Sebelumnya KASN dikenal sebagai institusi khusus yang mengawasi merit dan netralitas. Perubahan 
2024 mengalihkan konfigurasi tugas dan sumber daya kelembagaan. Dalam perspektif manajemen 
sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang 
yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber 
daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan 
penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih 
luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang 
buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip 
merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal 
berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut 
bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki 
konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Integrasi fungsi ke dalam arsitektur eksekutif dapat meningkatkan koordinasi, tetapi memunculkan 
pertanyaan mengenai jarak pengawas dari objek yang diawasi. Ketegangan itu perlu dibaca secara 
realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk 
melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya 
kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena 
mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, 
keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan 
tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi 
partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. 
Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan 
sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

Perpres No. 91 Tahun 2024 mengatur transisi aset dan pegawai sekretariat KASN, sedangkan Perpres 
No. 92 Tahun 2024 memberi BKN tugas pengawasan penerapan sistem merit. Hal ini menunjukkan 
bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma 
sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, 
asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai 
audit trail. Pada level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level 
daerah, hubungan personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat 
sehingga tekanan dapat lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum 
yang sama, tetapi instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. 
Institusi dengan sistem matang dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi 
memerlukan oversight lebih intensif. 
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Tanpa safeguards, pengawasan dapat menjadi administratif dan kurang efektif ketika pelanggaran 
melibatkan aktor politik yang kuat. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam 
statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya 
dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” 
organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, 
pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan 
pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem 
seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme 
memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah 
dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Yang dibutuhkan bukan nostalgia institusional, melainkan desain checks and balances: standar publik, 
data terbuka, mekanisme keberatan, audit independen, dan pelaporan kinerja pengawasan. Secara 
strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, 
substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan 
jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang 
wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi 
yang tidak perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki 
otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah 
penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi 
biaya penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

12. Peran BKN dalam Pengawasan Sistem Merit 

BKN kini memegang posisi sentral sebagai pembina manajemen ASN sekaligus pelaksana pengawasan 
penerapan Sistem Merit. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi 
politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika 
pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses 
anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh 
sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. 
Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara 
harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi 
menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi 
properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang 
dapat diuji. 

Keuntungan institusional BKN adalah akses pada data kepegawaian nasional, jaringan kantor regional, 
kompetensi teknis, dan hubungan langsung dengan proses administrasi kepegawaian. Dalam 
perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan 
investasi organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, 
budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. 
Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya 
tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang 
keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi 
Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier 
yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. 
Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal 
moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Namun konsentrasi fungsi pembinaan, pelayanan, dan pengawasan menuntut pemisahan internal 
yang jelas agar fungsi pengawasan tidak larut dalam hubungan konsultatif. Ketegangan itu perlu dibaca 
secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah 
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dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan 
masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih 
karena mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, 
keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan 
tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi 
partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. 
Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan 
sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

Perpres No. 92 Tahun 2024 secara eksplisit menempatkan pengawasan Sistem Merit dalam tugas BKN; 
pada 2025 BKN menyatakan akan mengawasi tahapan pengisian JPT secara penuh. Hal ini 
menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur 
implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja 
dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan 
keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi 
antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan 
elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus 
memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan 
capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang dapat diberi otonomi lebih besar, 
sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih intensif. 

Jika pengawasan hanya dilakukan setelah keputusan final, biaya koreksi meningkat dan pejabat yang 
dirugikan mungkin sudah kehilangan momentum karier. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang 
sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, 
tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk 
“kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan 
mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang 
paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

BKN perlu memadukan ex ante control pada proses berisiko tinggi, real-time monitoring berbasis data, 
dan ex post audit terhadap pola mutasi atau promosi yang tidak wajar. Secara strategis, prinsip 
tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: 
kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, 
procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, 
decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak 
perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan 
kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. 
Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya 
penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

13. Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada 

Netralitas ASN merupakan prasyarat kesetaraan politik karena aparatur negara menguasai sumber 
daya, informasi, jaringan pelayanan, dan otoritas administratif yang tidak dimiliki warga biasa. Gagasan 
tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. 
Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia 
menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, 
pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak 
dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
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mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

ASN tetap memiliki hak politik sebagai warga dalam batas hukum, tetapi tidak boleh menggunakan 
jabatan dan fasilitas publik untuk memenangkan kandidat atau kelompok. Dalam perspektif 
manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi 
organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya 
kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, 
kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut 
bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, 
pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi 
Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier 
yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. 
Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal 
moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Pelanggaran netralitas dapat berawal dari tekanan atasan, kalkulasi karier, hubungan keluarga, atau 
keinginan mencari posisi setelah pemilu. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak 
mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses 
politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak 
relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi 
program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap 
meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena 
kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan 
tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa 
bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak 
pemerintah untuk memimpin. 

Penelitian hukum 2026 mengenai netralitas ASN menyoroti pelanggaran berulang, intervensi politik, 
persoalan efektivitas sanksi, dan perubahan pengaturan pengawasan setelah UU No. 20 Tahun 2023. 
Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur 
implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja 
dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan 
keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi 
antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan 
elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus 
memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan 
capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang dapat diberi otonomi lebih besar, 
sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih intensif. 

Jika ASN percaya bahwa promosi bergantung pada keberpihakan saat kontestasi, pemilu mengubah 
birokrasi menjadi pasar investasi loyalitas. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak 
terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa 
yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum 
tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu 
memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling 
dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 
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Pencegahan perlu menghubungkan pengawasan netralitas dengan data karier pascapemilu agar pola 
reward dan punishment politik dapat dideteksi. Secara strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan 
ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, 
integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, 
konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan 
dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, independent review: 
penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome 
evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, 
ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan meningkat dan 
keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

14. Politik Lokal dan Kerentanan Birokrasi Daerah 

Birokrasi daerah lebih rentan terhadap personalisasi karena hubungan sosial dan politik lebih dekat, 
pasar jabatan lebih kecil, dan kepala daerah memiliki pengaruh besar terhadap konfigurasi organisasi. 
Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan 
privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia 
menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, 
pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak 
dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Desentralisasi mendekatkan pelayanan kepada warga, tetapi juga mendekatkan arena kepegawaian 
kepada kompetisi elektoral lokal. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan 
pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi 
strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani 
krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost 
yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui 
pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. 
Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan 
bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi 
dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar 
empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan 
pembangunan. 

Kepala daerah sering membutuhkan tim yang mampu mengeksekusi agenda cepat, sementara birokrat 
karier membutuhkan kepastian bahwa kompetensi dan kinerja lebih penting daripada jaringan. 
Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari 
pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan 
preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan 
kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola 
transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik 
meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan 
pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan 
yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama 
agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk 
memimpin. 
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Fenomena mutasi setelah pergantian kepala daerah berulang menjadi perhatian dalam diskursus 
reformasi birokrasi dan netralitas. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu 
menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job 
profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik 
kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, 
problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, 
keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih 
langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen 
pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang 
dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih 
intensif. 

Ketika setiap siklus politik memicu perombakan besar, organisasi kehilangan institutional memory dan 
pejabat berorientasi pada survival daripada inovasi. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering 
tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi 
siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk 
“kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan 
mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang 
paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Penguatan talent pool lintas daerah, mobilitas nasional, panel asesmen eksternal, dan pembatasan 
mutasi pada periode sensitif dapat mengurangi personalisasi. Secara strategis, prinsip tersebut dapat 
diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: 
proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: 
alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, 
independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. 
Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima 
lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan 
meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

15. Mutasi, Promosi, Demosi, dan Nonjob sebagai Instrumen Politik 

Politisasi tidak selalu terjadi saat pengangkatan; ia juga dapat bekerja melalui ancaman pemindahan, 
demosi, pencopotan, atau penempatan tanpa peran strategis. Gagasan tersebut penting karena 
organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola 
kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, 
pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, 
penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat 
dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Dalam organisasi, kontrol atas karier adalah sumber kekuasaan karena menentukan pendapatan, 
status, peluang belajar, dan masa depan pegawai. Dalam perspektif manajemen sumber daya 
manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang 
ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber 
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daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan 
penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih 
luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang 
buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip 
merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal 
berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut 
bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki 
konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Rotasi dapat legitimate untuk kebutuhan organisasi, tetapi tindakan yang sama dapat menjadi 
hukuman politik bila kriteria tidak jelas dan tidak proporsional. Ketegangan itu perlu dibaca secara 
realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk 
melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya 
kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena 
mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, 
keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan 
tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi 
partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. 
Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan 
sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

Karena itu, analisis sistem merit harus memperhatikan keseluruhan career lifecycle, bukan hanya 
seleksi awal. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma dengan 
arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, 
kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan 
keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi 
antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan 
elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus 
memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan 
capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang dapat diberi otonomi lebih besar, 
sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih intensif. 

Ketidakpastian karier mendorong self-censorship: pejabat menghindari laporan buruk, menahan kritik, 
dan menyesuaikan data agar menyenangkan atasan. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering 
tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi 
siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk 
“kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan 
mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang 
paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Setiap mutasi material harus memiliki business justification, kecocokan kompetensi, dokumentasi, 
dan kanal banding yang efektif. Secara strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima 
lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan 
potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan 
memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan 
tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat 
diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat 
yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia 
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untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat 
dipertanggungjawabkan. 

16. Kompetensi, Kinerja, Integritas, dan Potensi sebagai Dasar Jabatan 

Merit yang sehat menggabungkan apa yang seseorang ketahui, apa yang telah ia capai, bagaimana ia 
berperilaku, dan kapasitasnya menghadapi tanggung jawab yang lebih kompleks. Gagasan tersebut 
penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi 
mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, 
pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, 
penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat 
dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Kompetensi teknis diperlukan tetapi tidak cukup untuk kepemimpinan; kemampuan manajerial, 
sosial-kultural, integritas, strategic thinking, dan learning agility juga penting. Dalam perspektif 
manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi 
organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya 
kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, 
kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut 
bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, 
pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi 
Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier 
yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. 
Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal 
moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Kinerja masa lalu dapat menjadi indikator kuat, tetapi target yang tidak comparable antarunit dapat 
membuat penilaian menyesatkan. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin 
dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. 
Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan 
ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, 
mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap 
meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena 
kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan 
tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa 
bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak 
pemerintah untuk memimpin. 

Manajemen talenta menuntut standardisasi lebih tinggi atas data kinerja dan potensi agar talent pool 
dapat dipakai lintas organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan 
norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data 
kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan 
diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, problem dapat 
muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, keluarga, 
organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih langsung. 
Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen pembinaan 
perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang dapat diberi 
otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih intensif. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Meritokrasi ASN dan Intervensi Politik dalam Pengisian Jabatan Publik 

Halaman 27 

Jika integritas hanya dinilai melalui absence of sanctions, individu yang pandai menghindari bukti 
formal dapat tampak lebih 'bersih' daripada pejabat yang berani mengambil keputusan sulit. Risiko ini 
menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati 
bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari 
pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang 
berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila 
yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan 
berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya 
organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal 
mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah dapat mengalahkan berbagai 
program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Penilaian perlu triangulasi: output, outcome, 360-degree evidence yang terkontrol, rekam kepatuhan, 
asesmen potensi, dan evidence of ethical judgment. Secara strategis, prinsip tersebut dapat 
diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: 
proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: 
alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, 
independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. 
Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima 
lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan 
meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

17. Data, Digitalisasi, dan Auditabilitas Keputusan Kepegawaian 

Digitalisasi dapat menjadi alat antipatronase ketika setiap perubahan data, penilaian, dan keputusan 
meninggalkan jejak audit yang tidak mudah dihapus. Gagasan tersebut penting karena organisasi 
publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan 
negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, 
standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan 
memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang 
mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, 
tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di 
sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak 
berubah menjadi properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi 
berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Sistem informasi ASN memungkinkan integrasi profil kompetensi, pengalaman, kinerja, pelatihan, 
hukuman disiplin, dan riwayat jabatan. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, 
keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan 
pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan 
menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai 
opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung 
warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya 
kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten 
menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan 
kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, 
tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi 
organisasi dan pembangunan. 

Namun teknologi tidak netral; bad data, akses istimewa, perubahan manual, atau model algoritmik 
yang tidak dapat dijelaskan dapat memindahkan bias manusia ke sistem. Ketegangan itu perlu dibaca 
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secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah 
dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan 
masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih 
karena mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, 
keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan 
tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi 
partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. 
Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan 
sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 

Agenda digitalisasi manajemen ASN terus diperkuat BKN dan pemerintah sebagai bagian dari 
konsolidasi sistem merit. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan 
norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data 
kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan 
diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, problem dapat 
muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, keluarga, 
organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih langsung. 
Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen pembinaan 
perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang dapat diberi 
otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih intensif. 

Dashboard yang cantik dapat memberi ilusi objektivitas jika input tetap dipengaruhi atasan dan quality 
assurance lemah. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik 
kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya 
dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” 
organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, 
pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan 
pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem 
seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme 
memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah 
dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Diperlukan data governance, role-based access, immutable logs, audit algoritma, hak koreksi data, 
dan interoperability dengan tetap melindungi privasi. Secara strategis, prinsip tersebut dapat 
diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: 
proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: 
alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, 
independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. 
Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima 
lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan 
meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

18. Konflik Kepentingan, Korupsi, dan Jual-Beli Jabatan 

Jual-beli jabatan adalah bentuk paling ekstrem dari kegagalan merit karena jabatan berubah menjadi 
aset investasi yang kemudian harus 'dikembalikan' melalui rente. Gagasan tersebut penting karena 
organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola 
kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, 
pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, 
penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat 
dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
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mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Posisi yang mengendalikan pengadaan, perizinan, anggaran, pajak, atau penempatan bawahan 
memiliki nilai ekonomi bagi jaringan koruptif. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, 
keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan 
pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan 
menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai 
opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung 
warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya 
kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten 
menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan 
kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, 
tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi 
organisasi dan pembangunan. 

Pencegahan tidak cukup dengan asesmen kompetensi karena transaksi dapat berlangsung di luar 
proses formal. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan 
sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan 
keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan 
kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola 
transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik 
meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan 
pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan 
yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama 
agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk 
memimpin. 

Kasus-kasus korupsi terkait pengisian jabatan dalam sejarah pemerintahan daerah menunjukkan 
bahwa risiko ini bukan hipotesis abstrak. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu 
menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job 
profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik 
kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, 
problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, 
keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih 
langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen 
pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang 
dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih 
intensif. 

Pejabat yang membeli posisi memiliki insentif menutup biaya melalui pungutan, kickback, atau 
penjualan jabatan di bawahnya sehingga membentuk piramida korupsi. Risiko ini menghasilkan efek 
perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya 
aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan 
itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, 
berintegritas, dan mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik 
adalah mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada 
jaringan. Dalam jangka panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi 
karena itu bukan sekadar mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang 
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dihargai oleh negara. Sinyal yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan 
slogan reformasi. 

Kontrol perlu menggabungkan merit audit, asset/lifestyle review sesuai hukum, analisis jaringan, 
whistleblower protection, dan rotasi pada fungsi rawan korupsi. Secara strategis, prinsip tersebut 
dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: 
proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: 
alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, 
independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. 
Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima 
lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan 
meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

19. Meritokrasi dan Keadilan: Kritik terhadap Merit yang Terlalu Sempit 

Meritokrasi harus dibedakan dari anggapan moral bahwa orang yang sukses selalu sepenuhnya 
'pantas' atas keberhasilannya. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari 
organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus 
berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar 
pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori 
institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang 
mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, 
tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di 
sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak 
berubah menjadi properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi 
berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Kesempatan memperoleh pendidikan, penugasan strategis, akses mentor, lokasi kerja, kesehatan, 
dan jaringan profesional tidak terdistribusi sama. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, 
keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan 
pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan 
menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai 
opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung 
warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya 
kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten 
menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan 
kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, 
tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi 
organisasi dan pembangunan. 

Sistem yang hanya menilai hasil akhir dapat mengabaikan unequal opportunity, sementara sistem yang 
terlalu mengutamakan representasi tanpa kompetensi dapat menurunkan kepercayaan. Ketegangan 
itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan 
karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi 
kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila 
seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola transformasi, atau memiliki 
kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik meskipun selaras dengan agenda 
pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan 
kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi 
adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama agar kritik terhadap patronase tidak 
disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk memimpin. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Meritokrasi ASN dan Intervensi Politik dalam Pengisian Jabatan Publik 

Halaman 31 

Indonesia memiliki keragaman geografis dan institusional besar; ASN di daerah terpencil tidak selalu 
memperoleh akses pengembangan yang setara dengan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi 
Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya 
efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki 
reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada 
level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan 
personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat 
lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi 
instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem 
matang dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight 
lebih intensif. 

Talent pool dapat bias terhadap pegawai yang sejak awal berada dekat proyek strategis dan pimpinan, 
menciptakan cumulative advantage. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat 
dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang 
sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum 
tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu 
memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling 
dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Merit yang adil perlu equal opportunity, affirmative development, akses pelatihan, asesmen 
kontekstual, dan standar kompetensi yang tetap tidak diturunkan. Secara strategis, prinsip tersebut 
dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: 
proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: 
alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, 
independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. 
Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima 
lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan 
meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

20. Perlindungan Karier dan Keberanian Profesional ASN 

Birokrat profesional memerlukan psychological and career safety agar mampu menyampaikan 
informasi yang tidak menyenangkan kepada pimpinan politik. Gagasan tersebut penting karena 
organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola 
kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, 
pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, 
penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat 
dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Administrasi yang baik bukan mesin kepatuhan buta; ia harus mendeteksi risiko, menguji kelayakan 
program, dan menjaga legalitas. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan 
pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi 
strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani 
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krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost 
yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui 
pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. 
Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan 
bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi 
dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar 
empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan 
pembangunan. 

Terlalu kuatnya tenure tanpa akuntabilitas dapat melindungi kinerja buruk, tetapi terlalu lemahnya 
perlindungan membuat pejabat mudah ditekan. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik 
tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses 
politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak 
relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi 
program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap 
meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena 
kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan 
tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa 
bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak 
pemerintah untuk memimpin. 

Perlindungan karier berbasis merit harus berjalan bersama manajemen kinerja yang tegas dan proses 
disiplin yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma 
dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data 
kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan 
diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, problem dapat 
muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, keluarga, 
organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih langsung. 
Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen pembinaan 
perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang dapat diberi 
otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih intensif. 

Jika dissent profesional dianggap sebagai pembangkangan politik, organisasi kehilangan early warning 
system. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. 
Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa 
yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah 
mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada 
kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai 
rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem seleksi de facto mengubah 
budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal 
mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah dapat mengalahkan berbagai 
program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Perlu kanal advice yang terlindungi, dokumentasi keberatan profesional, whistleblower mechanism, 
dan standar bahwa penolakan terhadap instruksi ilegal tidak boleh merusak karier. Secara strategis, 
prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: 
kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, 
procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, 
decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak 
perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan 
kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. 
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Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya 
penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

21. Pelajaran Perbandingan Internasional 

Pengalaman lintas negara menunjukkan tidak ada model tunggal, tetapi birokrasi berkinerja tinggi 
umumnya menggabungkan merit recruitment, profesionalisasi, otonomi yang memadai, dan 
akuntabilitas. Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik 
maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika 
pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses 
anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh 
sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. 
Pemerintahan yang baru memang mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara 
harus tetap tersedia bagi siapa pun yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi 
menjadi infrastruktur negara: ia memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi 
properti pribadi pemegang kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang 
dapat diuji. 

Riset komparatif menunjukkan hubungan positif antara prinsip merit dan berbagai indikator kinerja 
pemerintah, meski efeknya bergantung pada konteks institusional. Dalam perspektif manajemen 
sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang 
yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber 
daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan 
penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih 
luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang 
buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip 
merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal 
berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut 
bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki 
konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Beberapa sistem memberi ruang luas bagi political appointments di pucuk organisasi, sementara 
sistem lain lebih mengandalkan karier profesional. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik 
tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses 
politik. Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak 
relevan ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi 
program, mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap 
meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena 
kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan 
tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa 
bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak 
pemerintah untuk memimpin. 

Indonesia perlu memilih desain yang sesuai struktur presidensial, desentralisasi, skala ASN, dan 
keragaman kapasitas daerah, bukan menyalin model negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa 
reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem 
merit hanya efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen 
memiliki reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit 
trail. Pada level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, 
hubungan personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga 
tekanan dapat lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, 
tetapi instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan 
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sistem matang dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan 
oversight lebih intensif. 

Mengimpor prosedur tanpa mengubah insentif politik dapat menghasilkan isomorphic mimicry: 
institusi tampak modern tetapi perilaku lama bertahan. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang 
sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, 
tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk 
“kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan 
mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang 
paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Pelajaran internasional sebaiknya dipakai sebagai menu prinsip: transparansi, kompetisi, professional 
standards, tenure safeguards, conflict-of-interest rules, dan auditability. Secara strategis, prinsip 
tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: 
kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, 
procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, 
decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak 
perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan 
kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. 
Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya 
penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

22. Model Tata Kelola: Responsif tanpa Terpolitisasi 

Model yang dibutuhkan adalah birokrasi 'responsif tanpa terpolitisasi': patuh pada mandat demokratis, 
tetapi terlindung dari tuntutan partisan dan transaksi jabatan. Gagasan tersebut penting karena 
organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi mengelola 
kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, 
pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, 
penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat 
dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Model ini membagi empat domain: politik menetapkan tujuan; sistem merit memilih dan 
mengembangkan kapasitas; hukum membatasi kewenangan; pengawasan menguji penyimpangan. 
Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan 
keputusan investasi organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas 
keputusan, budaya kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan 
bawahan. Karena itu, kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor 
publik, biaya tersebut bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, 
program yang keliru, pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara 
mengenai birokrasi Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme 
rekrutmen dan karier yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja 
pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa 
merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 
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Batas tidak selalu sederhana karena pejabat tinggi memberi advice sekaligus melaksanakan 
keputusan. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya 
dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan 
preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan 
kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola 
transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik 
meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan 
pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan 
yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama 
agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk 
memimpin. 

Hubungan menteri–sekretaris jenderal, kepala daerah–sekretaris daerah, dan pejabat politik–JPT 
memerlukan convention profesional selain aturan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi 
Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma sistem merit hanya 
efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, asesmen memiliki 
reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada 
level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan 
personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat 
lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum yang sama, tetapi 
instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem 
matang dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight 
lebih intensif. 

Aturan terlalu rinci dapat melumpuhkan fleksibilitas, sedangkan aturan terlalu umum membuka ruang 
penyalahgunaan. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik 
kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya 
dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” 
organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, 
pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan 
pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem 
seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme 
memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah 
dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Kuncinya adalah bounded discretion: ruang memilih tetap ada, tetapi kandidat berasal dari pool layak, 
kriteria ditetapkan sebelumnya, alasan keputusan dicatat, dan pola keputusan diaudit. Secara 
strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, 
substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan 
jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang 
wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi 
yang tidak perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki 
otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah 
penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi 
biaya penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

23. Agenda Reformasi dan Rekomendasi Kebijakan 

Reformasi berikutnya harus berpindah dari compliance-based merit menuju outcome-based merit. 
Gagasan tersebut penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan 
privat. Birokrasi mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia 
menyimpan arsip, pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, 
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pengadaan, penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak 
dapat dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Instansi tidak cukup dinilai dari keberadaan SOP, assessment center, dan dokumen talent pool; yang 
penting adalah apakah orang yang tepat benar-benar ditempatkan dan berkinerja. Dalam perspektif 
manajemen sumber daya manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi 
organisasi. Orang yang ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya 
kerja, alokasi sumber daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, 
kesalahan penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut 
bahkan lebih luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, 
pengadaan yang buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi 
Weberian dan prinsip merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier 
yang lebih impersonal berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. 
Hubungan tersebut bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal 
moral; ia memiliki konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Reformasi harus menghindari birokratisasi merit, yaitu menambah lapisan prosedur tanpa 
memperkuat kualitas keputusan. Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin 
dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. 
Masalahnya bukan keberadaan preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan 
ke dalam keputusan kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, 
mengelola transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap 
meritokratik meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena 
kedekatan pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan 
tindakan yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa 
bersama agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak 
pemerintah untuk memimpin. 

Permen PANRB No. 19 Tahun 2025 menyediakan kerangka penerapan, pengukuran, pengawasan, 
evaluasi, dan pembinaan yang dapat dikembangkan menjadi sistem learning loop. Hal ini menunjukkan 
bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur implementasi. Norma 
sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja dapat dibandingkan, 
asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan keputusan disimpan sebagai 
audit trail. Pada level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi antarjaringan elite; pada level 
daerah, hubungan personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan elektoral sering lebih rapat 
sehingga tekanan dapat lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus memiliki standar minimum 
yang sama, tetapi instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan capacity gap antarinstansi. 
Institusi dengan sistem matang dapat diberi otonomi lebih besar, sedangkan organisasi berisiko tinggi 
memerlukan oversight lebih intensif. 

KPI yang salah akan mendorong gaming dan formalitas. Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang 
sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai mengamati bukan hanya aturan tertulis, 
tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk 
“kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah mereka yang berprestasi, berintegritas, dan 
mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang 
paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka 
panjang, sistem seleksi de facto mengubah budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar 
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mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal 
yang salah dapat mengalahkan berbagai program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

KPI perlu mencakup predictive validity asesmen, keberhasilan penempatan, turnover tidak wajar, 
keberagaman talent pool, jumlah keputusan yang dibatalkan, waktu penyelesaian pengaduan, dan 
korelasi penempatan dengan outcome organisasi. Secara strategis, prinsip tersebut dapat 
diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, substantive criteria: kualifikasi, 
kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan jabatan. Kedua, procedural fairness: 
proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang wajar. Ketiga, decision transparency: 
alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi yang tidak perlu. Keempat, 
independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas. 
Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah penempatan. Bila kelima 
lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi biaya penyalahgunaan 
meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

24. Skenario Meritokrasi ASN 2030–2045 

Masa depan meritokrasi ASN bergantung pada apakah Indonesia mampu mengubah reformasi 
prosedural menjadi budaya kelembagaan yang tahan terhadap pergantian politik. Gagasan tersebut 
penting karena organisasi publik berbeda dari organisasi politik maupun perusahaan privat. Birokrasi 
mengelola kewenangan negara yang terus berlaku ketika pemerintahan berganti. Ia menyimpan arsip, 
pengetahuan kebijakan, standar pelayanan, proses anggaran, data penduduk, izin, pengadaan, 
penegakan administrasi, dan memori institusional. Oleh sebab itu, kualitas birokrasi tidak dapat 
dibangun dengan logika “pemenang mengambil semua”. Pemerintahan yang baru memang 
mempunyai hak untuk mengubah prioritas, tetapi kapasitas negara harus tetap tersedia bagi siapa pun 
yang memperoleh mandat demokratis. Di sinilah meritokrasi menjadi infrastruktur negara: ia 
memastikan bahwa jabatan administratif tidak berubah menjadi properti pribadi pemegang 
kekuasaan, melainkan amanah publik yang diisi berdasarkan alasan yang dapat diuji. 

Skenario optimistis menggabungkan ASN digital, talent marketplace, mobilitas nasional, kompetensi 
berbasis masa depan, dan pengawasan berbasis data. Dalam perspektif manajemen sumber daya 
manusia, keputusan pengisian jabatan merupakan keputusan investasi organisasi. Orang yang 
ditempatkan pada posisi strategis menentukan kualitas keputusan, budaya kerja, alokasi sumber 
daya, kemampuan menangani krisis, dan pengembangan bawahan. Karena itu, kesalahan 
penempatan mempunyai opportunity cost yang besar. Di sektor publik, biaya tersebut bahkan lebih 
luas karena ditanggung warga melalui pelayanan yang lambat, program yang keliru, pengadaan yang 
buruk, atau hilangnya kepercayaan. Penelitian lintas negara mengenai birokrasi Weberian dan prinsip 
merit secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen dan karier yang lebih impersonal 
berkaitan dengan kualitas administrasi dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hubungan tersebut 
bukan otomatis, tetapi memberi dasar empiris bahwa merit bukan sekadar ideal moral; ia memiliki 
konsekuensi organisasi dan pembangunan. 

Skenario negatif adalah digital patronage: sistem makin canggih tetapi aktor kuat masih dapat 
mengubah skor, mengatur shortlist, atau menghukum pejabat melalui keputusan administratif. 
Ketegangan itu perlu dibaca secara realistis. Politik tidak mungkin dikeluarkan sepenuhnya dari 
pemerintahan karena pemerintah dibentuk melalui proses politik. Masalahnya bukan keberadaan 
preferensi kebijakan, melainkan masuknya kriteria yang tidak relevan ke dalam keputusan 
kepegawaian. Bila seorang pejabat dipilih karena mampu mengeksekusi program, mengelola 
transformasi, atau memiliki kompetensi spesifik, keputusan tersebut dapat tetap meritokratik 
meskipun selaras dengan agenda pemerintah. Akan tetapi, bila kandidat dipilih karena kedekatan 
pribadi, hubungan keluarga, bantuan kampanye, afiliasi partai, atau kesediaan melakukan tindakan 
yang menyimpang, maka yang terjadi adalah politisasi. Perbedaan ini harus dijadikan bahasa bersama 
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agar kritik terhadap patronase tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap hak pemerintah untuk 
memimpin. 

Menuju Indonesia Emas 2045, kualitas birokrasi menentukan apakah investasi, pendidikan, kesehatan, 
perlindungan sosial, dan transformasi ekonomi dapat diterjemahkan menjadi hasil. Hal ini 
menunjukkan bahwa reformasi Indonesia perlu menghubungkan norma dengan arsitektur 
implementasi. Norma sistem merit hanya efektif jika job profile jelas, data kompetensi valid, kinerja 
dapat dibandingkan, asesmen memiliki reliability, konflik kepentingan diumumkan, dan alasan 
keputusan disimpan sebagai audit trail. Pada level pusat, problem dapat muncul melalui kompetisi 
antarjaringan elite; pada level daerah, hubungan personal, keluarga, organisasi sosial, bisnis, dan 
elektoral sering lebih rapat sehingga tekanan dapat lebih langsung. Karena itu, desain nasional harus 
memiliki standar minimum yang sama, tetapi instrumen pembinaan perlu mempertimbangkan 
capacity gap antarinstansi. Institusi dengan sistem matang dapat diberi otonomi lebih besar, 
sedangkan organisasi berisiko tinggi memerlukan oversight lebih intensif. 

Negara dengan kebijakan ambisius tetapi birokrasi terpolitisasi akan mengalami implementation gap. 
Risiko ini menghasilkan efek perilaku yang sering tidak terlihat dalam statistik kepegawaian. Pegawai 
mengamati bukan hanya aturan tertulis, tetapi siapa yang sebenarnya dipromosikan dan siapa yang 
tersisih. Dari pengamatan itu terbentuk “kurikulum tersembunyi” organisasi. Bila yang naik adalah 
mereka yang berprestasi, berintegritas, dan mampu memimpin, pegawai akan berinvestasi pada 
kompetensi. Bila yang naik adalah mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, pegawai 
rasional akan berinvestasi pada jaringan. Dalam jangka panjang, sistem seleksi de facto mengubah 
budaya organisasi. Meritokrasi karena itu bukan sekadar mekanisme memilih pejabat; ia adalah sinyal 
mengenai perilaku apa yang dihargai oleh negara. Sinyal yang salah dapat mengalahkan berbagai 
program pelatihan, kode etik, dan slogan reformasi. 

Target 2045 seharusnya bukan hanya ASN 'berkelas dunia', tetapi birokrasi yang dipercaya karena 
kompeten, netral, berani, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan jabatan. Secara 
strategis, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam lima lapis pengamanan. Pertama, 
substantive criteria: kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi harus relevan dengan 
jabatan. Kedua, procedural fairness: proses diketahui, konsisten, dan memberi kesempatan yang 
wajar. Ketiga, decision transparency: alasan pemilihan dapat dijelaskan tanpa membuka data pribadi 
yang tidak perlu. Keempat, independent review: penyimpangan dapat diuji oleh pihak yang memiliki 
otoritas dan kapasitas. Kelima, outcome evaluation: kualitas pejabat yang dipilih dievaluasi setelah 
penempatan. Bila kelima lapis ini berjalan, ruang diskresi masih tersedia untuk kepemimpinan, tetapi 
biaya penyalahgunaan meningkat dan keputusan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

Pendalaman Konseptual 

Membedakan Political Responsiveness dan Political Loyalty 

Political responsiveness berarti birokrasi mampu menerjemahkan program pemerintahan terpilih 
menjadi rencana, anggaran, regulasi, dan layanan yang efektif. Political loyalty dalam arti partisan 
berbeda: ia menuntut keberpihakan kepada aktor atau kelompok, termasuk ketika kepentingannya 
bertentangan dengan aturan atau kepentingan publik. Batasnya dapat diuji melalui pertanyaan 
sederhana. Apakah instruksi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kebijakan 
pemerintah dan berlaku impersonal, atau hanya menguntungkan jaringan tertentu? Apakah pejabat 
yang berbeda pilihan politik tetap dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa dihukum? Apakah 
saran berbasis data yang tidak menyenangkan tetap diterima sebagai bagian normal dari proses 
kebijakan? Organisasi yang sehat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara positif. 
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Konsep Bounded Discretion dalam Pengisian Jabatan 

Tidak semua keputusan dapat ditentukan oleh algoritma. Pada jabatan tinggi sering terdapat beberapa 
kandidat yang sama-sama memenuhi syarat tetapi memiliki kombinasi pengalaman berbeda. Dalam 
kondisi demikian, pejabat berwenang memerlukan diskresi. Yang harus dicegah adalah unbounded 
discretion. Bounded discretion berarti ruang memilih dibatasi oleh kandidat yang telah memenuhi 
threshold objektif; alasan pilihan harus terkait kebutuhan organisasi; konflik kepentingan harus 
dikelola; dan keputusan dapat diaudit. Model ini lebih realistis daripada dua ekstrem: menyerahkan 
seluruh keputusan kepada pejabat politik atau menghilangkan sama sekali judgment manusia. 
Meritokrasi modern justru mengakui judgment, tetapi membuatnya visible, reasoned, dan reviewable. 

Dari Open Bidding menuju Succession Management 

Seleksi terbuka sering bersifat reaktif: organisasi baru mencari kandidat ketika jabatan kosong. 
Manajemen talenta bersifat proaktif: organisasi mengetahui posisi kritis, mengidentifikasi calon 
penerus, menutup gap kompetensi, dan menyiapkan pengalaman sebelum kekosongan terjadi. 
Perubahan ini penting karena pemimpin tidak dapat diproduksi secara instan. Namun succession 
management juga berbahaya jika dipakai untuk mengunci kelompok tertentu sebagai “orang dalam”. 
Karena itu, talent pool harus dinamis; pegawai dapat masuk dan keluar berdasarkan bukti; peluang 
pengembangan dibuka secara adil; dan terdapat mekanisme untuk memasukkan talenta dari luar unit 
atau lintas instansi. 

Mengukur Outcome Sistem Merit 

Indeks sistem merit perlu dilengkapi outcome indicators. Contohnya adalah proporsi pejabat yang 
memenuhi target organisasi setelah 12–24 bulan; korelasi hasil asesmen dengan kinerja aktual; tingkat 
turnover JPT setelah pergantian politik; jumlah mutasi yang dibatalkan karena pelanggaran prosedur; 
proporsi talent pool yang memperoleh developmental assignment; diversity tanpa penurunan standar; 
tingkat pengaduan dan kecepatan penyelesaian; serta persepsi pegawai mengenai fairness. 
Pengukuran outcome mencegah instansi menjadi ahli membuat dokumen tetapi lemah dalam 
keputusan nyata. Dalam manajemen, yang dinilai bukan hanya apakah proses ada, melainkan apakah 
proses memprediksi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

25. Kesimpulan 

Meritokrasi ASN dan politik tidak harus ditempatkan sebagai dua kekuatan yang selalu bermusuhan. 
Politik demokratis memberi arah; birokrasi profesional memberi kapasitas. Negara yang hanya 
memiliki politik tanpa birokrasi profesional akan penuh kehendak tetapi lemah pelaksanaan. 
Sebaliknya, negara yang memiliki birokrasi kuat tetapi menolak mandat politik dapat kehilangan 
legitimasi demokratis. Tantangan utama adalah membangun institusi yang membuat keduanya bekerja 
dalam pembagian peran yang sehat. 

Dalam pembagian itu, pejabat politik berhak menentukan prioritas, program, dan standar hasil yang 
ingin dicapai sepanjang sesuai hukum. Mereka juga berhak menuntut kinerja. Namun jabatan ASN tidak 
boleh menjadi alat pembayaran utang politik, hadiah bagi pendukung, instrumen menghukum 
perbedaan pilihan, atau mekanisme membangun mesin elektoral. ASN harus loyal kepada negara, 
konstitusi, hukum, dan pemerintahan yang sah dalam pelaksanaan tugas—bukan menjadi partisan 
dari individu atau partai yang sedang memegang kekuasaan. 

UU No. 20 Tahun 2023, Perpres No. 92 Tahun 2024, Permen PANRB No. 19 Tahun 2025, serta penguatan 
manajemen talenta memberikan fondasi baru bagi sistem merit. Tantangannya kini berpindah dari 
desain ke kredibilitas implementasi. Pengawasan harus dapat mendeteksi bukan hanya pelanggaran 
prosedur yang kasat mata, tetapi pola penyimpangan yang terjadi melalui mutasi, manipulasi kinerja, 
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shortlist yang diarahkan, atau penggunaan alasan kebutuhan organisasi secara selektif. Data digital 
membuka peluang besar untuk pattern-based oversight apabila governance datanya kuat. 

Perubahan arsitektur pengawasan pasca-KASN perlu dievaluasi berdasarkan hasil, bukan semata 
struktur. BKN memiliki keuntungan besar karena menguasai infrastruktur data dan kompetensi teknis 
kepegawaian. Namun efektivitasnya akan bergantung pada kekuatan mandat pengawasan, 
independensi profesional, transparansi standar, keberanian menindak penyimpangan, serta 
mekanisme koreksi yang cepat. Pengawasan merit yang kredibel harus mampu melindungi bukan 
hanya sistem, tetapi juga individu yang dirugikan oleh keputusan non-merit. 

Manajemen talenta dapat menjadi inovasi paling strategis apabila dipakai untuk membangun 
succession pipeline dan mobilitas talenta nasional. Dengan talent pool yang valid, keputusan pejabat 
menjadi lebih terstruktur dan ketergantungan pada jaringan informal dapat berkurang. Tetapi teknologi 
tidak menghapus politik dengan sendirinya. Bila skor dapat dimanipulasi, data kinerja tidak valid, atau 
komite talenta tidak independen, sistem digital hanya memberikan wajah baru bagi praktik lama. 
Karena itu, teknologi harus dibarengi audit trail, validasi, hak koreksi, dan pengawasan. 

Pada tingkat perilaku, ukuran paling penting dari meritokrasi adalah apa yang diyakini pegawai 
mengenai cara untuk berhasil. Bila ASN percaya bahwa prestasi, integritas, kompetensi, keberanian 
profesional, dan pelayanan publik meningkatkan peluang karier, sistem akan menghasilkan investasi 
pada kualitas. Bila mereka percaya bahwa kedekatan politik adalah mata uang utama, organisasi akan 
memproduksi conformism, opportunism, dan patronage. Oleh sebab itu, setiap keputusan 
pengangkatan pejabat merupakan pesan budaya yang lebih kuat daripada pidato reformasi mana pun. 

Agenda Indonesia menuju 2045 memerlukan birokrasi yang mampu mengelola transformasi ekonomi, 
demografi, teknologi digital, perubahan iklim, ketimpangan, urbanisasi, dan kompetisi global. 
Kompleksitas tersebut tidak dapat dihadapi dengan birokrasi yang takut, transaksional, atau terpecah 
oleh loyalitas politik. Yang dibutuhkan adalah aparatur yang kompeten sekaligus berintegritas; 
responsif sekaligus independen secara profesional; adaptif sekaligus taat hukum; serta berani 
memberi nasihat jujur tanpa kehilangan komitmen melaksanakan keputusan yang sah. 

Dengan demikian, inti reformasi bukan memilih antara “politik” dan “merit”, tetapi membangun batas 
yang sehat antara keduanya. Prinsip yang dapat menjadi pegangan adalah: politik menetapkan tujuan, 
merit menyiapkan kapasitas, hukum menetapkan batas, data menyediakan bukti, dan pengawasan 
menjaga kepercayaan. Bila lima unsur ini terhubung, pengisian jabatan publik dapat berubah dari arena 
patronase menjadi instrumen pembangunan kapasitas negara. Meritokrasi ASN kemudian bukan 
hanya kebijakan kepegawaian, melainkan salah satu fondasi demokrasi yang efektif dan pemerintahan 
yang dapat dipercaya. 
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Glosarium 

Istilah Pengertian 

ASN Aparatur Sipil Negara, profesi bagi PNS dan PPPK 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Audit trail Jejak digital atau dokumenter yang 
memungkinkan suatu keputusan dan perubahan 
data ditelusuri kembali. 

Bounded discretion Diskresi yang tetap memberi ruang penilaian 
tetapi dibatasi kriteria, dokumentasi, 
transparansi, dan pengawasan. 

Conflict of interest Situasi ketika kepentingan pribadi, keluarga, 
politik, bisnis, atau kelompok berpotensi 
memengaruhi keputusan jabatan. 

Demosi Penurunan seorang pegawai dari jabatan atau 
tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi ke posisi 
yang lebih rendah. 

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Kelompok jabatan manajerial strategis dalam 
birokrasi ASN yang memimpin fungsi organisasi 
pada tingkat tinggi. 

Manajemen Talenta ASN Sistem pengelolaan karier yang mencakup 
akuisisi, pengembangan, retensi, dan 
penempatan talenta untuk jabatan target. 

Meritokrasi Prinsip pengisian dan pengembangan jabatan 
berdasarkan kelayakan yang relevan, seperti 
kompetensi, kinerja, integritas, potensi, dan 
kebutuhan organisasi. 

Netralitas ASN Kewajiban ASN menjaga independensi 
profesional dan tidak berpihak dalam kontestasi 
politik serta tidak menyalahgunakan jabatan 
untuk kepentingan politik. 

Nonjob Istilah informal untuk keadaan ketika pejabat 
kehilangan jabatan struktural/manajerial dan 
ditempatkan tanpa posisi yang setara; 
penggunaannya harus dibedakan dari 
mekanisme hukum formal. 

Patronase Distribusi jabatan atau keuntungan publik 
berdasarkan hubungan loyalitas personal atau 
politik, bukan merit. 

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pejabat yang memiliki kewenangan pembinaan 
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Political appointment Pengangkatan ke posisi tertentu berdasarkan 
kewenangan politik yang secara hukum memang 
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dirancang sebagai bagian dari pemerintahan 
politik. 

Political loyalty Kesetiaan partisan atau personal kepada aktor 
politik; berbeda dari loyalitas profesional ASN 
kepada negara dan pemerintahan yang sah. 

Political responsiveness Kemampuan birokrasi merespons dan 
melaksanakan agenda pemerintahan terpilih 
secara profesional dan sesuai hukum. 

Politisasi birokrasi Masuknya pertimbangan politik partisan atau 
personal ke dalam keputusan administratif dan 
kepegawaian yang seharusnya berbasis merit. 

Seleksi terbuka Proses kompetitif untuk mengisi jabatan tertentu 
melalui pengumuman, penilaian, asesmen, dan 
mekanisme seleksi yang dapat diikuti kandidat 
yang memenuhi syarat. 

Sistem merit Penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan 
kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta prinsip adil 
dan wajar tanpa diskriminasi sesuai kerangka 
hukum ASN. 

Spoils system Sistem patronase yang memberikan jabatan 
pemerintahan kepada pendukung pihak yang 
memenangkan kekuasaan politik. 

Succession planning Perencanaan sistematis untuk menyiapkan 
calon pengganti bagi posisi strategis sebelum 
kekosongan terjadi. 

Talent pool Kelompok pegawai yang berdasarkan asesmen 
dinilai memiliki kompetensi, kinerja, dan/atau 
potensi untuk dikembangkan menuju jabatan 
target. 

Whistleblower protection Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran agar 
tidak mengalami pembalasan administratif, 
profesional, atau personal. 
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Catatan Akademik 

Artikel ini merupakan kajian konseptual-naratif dan bukan pendapat hukum untuk suatu perkara 
tertentu. Peraturan kepegawaian dapat berubah; penggunaan artikel untuk keputusan administratif 
atau sengketa konkret perlu disertai pemeriksaan peraturan resmi dan dokumen kasus yang berlaku 
pada saat keputusan dibuat. 


